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Bahwa Good Corporate Governance (GCG) atau Pedoman Tata Kelola
Perusahaan yang Baik merupakan arahan strategis Direksi dan Dewan
Komisaris dalam penerapan GCG sekaligus menjadi pedoman bagi
pelaksanaan pengelolaan Perusahaan yang baik serta acuan dalam
pengambilan keputusan operasional Perusahaan;

Bahwa untuk mewujudkan GCG diperlukan kebijakan pendukungnya yaitu
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang menjadi pedoman atau dasar bagi
Insan PLNSC untuk berperilaku baik dengan pihak internal maupun pihak
eksternal Perseroan.

Bahwa Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Prima Layanan Niaga Suku
Cadang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan
Komisaris Nomor Direksi 003.K/020/DIR-PLNSC/2017 dan Nomor Dewan
Komisaris 002.K/DK-PLNSC/2017 sebagaimana diubah terakhir dengan
Nomor Direksi 015.K/020/DIR-PLNSC/2018 dan Nomor Dewan Komisaris
003.K/DK- PLNSC/2018.

Bahwa dalam rangka pemutakhiran dan pembaruan isi, maka dipandang
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Anggaran Dasar PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang dan Perubahannya;
Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor Direksi
014.K/020/DIR-PLNSC/2020 Nomor Dewan Komisaris  001.K/DK-
PLNSC/2020 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang;

Akta Notaris Ni Putu Ayunita Waspuri, S.H., M.Kn., No. 05, tanggal 16 Juni
2017;

Akta Notaris Ni Putu Ayunita Waspuri, S.H., M.Kn., No. 07, tanggal 16 April
2019;

Akta Notaris Ni Putu Ayunita Waspuri, S.H., M.Kn., No. 03, tanggal 9
September 2019;

Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., No. 28, tanggal 23 Januari 2020.

Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., No. 01, tanggal 1 Juli 2020



Menetapkan

DEWAN KOMISARIS,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS NOMOR
DIREKSI 015.K/020/DIR-PLNSC/2020 NOMOR DEWAN KOMISARIS
002 K/DK-PLNSC/2020 TENTANG PEDOMAN PERILAKU (CODE OF
CONDUCT) PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG.

PASAL1

Pedoman Perilaku {Code of Conduct) adalah sebagaimana vang terlampir dalam
Keputusan ini sebagai suatu standar yang wajib dipatuhi dan menjadi pedoman
berperiiaku dan berakiivitas sehari-hari dalam pelaksanaan kepengurusan
Perseroan.

PASAL2

Segala aktivitas dan interaksi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya,
Organ Perseroan wajib berpedoman dan mematuhi Pedoman Perilaku.

PASAL3

Pedoman Perilaku ini wajib untuk disosialisasikankepada seiuruh Insan PT Prima
Layanan Niaga Suku Cadang dan menyatakan kepatuhannya.

PASAL4
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bersama Direksi dan Dewan
Komisaris Nomor Direksi 003.K/020/DIR-PLNSC/2017 dan Nomar Dewan
Komisaris 002 K/DK-PLNSC/2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor
Direksi 015.K/020/DIR-PLNSC/2018 dan Nomor Dewan Komisaris 003.K/DK-
PLNSC/2018 tentang Pedoman Perilaku {Code of Conduct) PT Prima Layanan
Niaga Suku Cadang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal: 3 Desember 2020
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, 3
Desember 2020 ditetapkan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) FT Prima
Layanan Niaga Suku Cadang sebagai standar etika dan perilaku seluruh

Insan Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Code of Conduct

ini wajib disosialiasikan dan setiap Insan Perseroan dharuskan menyatakan
komitmen memaiuhi Code of Conduct dengan mengisi lembar pernyataan
kepatuhan yang diisikan menjelang tahun buku baru. Perubahan Code of
Conduct Code PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang tidak diperbolehkan
tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Direksi.

DEWAN KOMISARIS,

ALIANSYAH ABDULLAH

DIREKSI,

WISRAWAN WAHJU WIBOWO

PLT. KOMISARIS

PLT. DIREKTUR UTAMA
ae A
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DENISUSANTO
PLT. DIREKTUR BISNIS DAN

KEUANGAN

!

ANDY ADAM
PLT. DIREKTUR ENJINEERING
DAN LAYANAN



DAFTAR ISTILAH

Istilah-istilah yang digunakan dalam Good Corporate Governance (GCG)
Code, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1.
2.

Perseroan, adalah PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.!

Direksi, adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.2

Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran
Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.3

Sekretaris Perusahaan, adalah orang perseorangan atau Karyawan
Perseroan yang diangkat oleh Direksi diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan
persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memimpin
Sekretariat Perusahaan yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan;

Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari
suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan
peraturan perundang- undangan dan etika berusaha.*

Stakeholder, adalah Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.

Benturan Kepentingan adalah sebuah situasi atau kondisi dimana
seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu ketika seseorang
yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga
memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan
dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas
dan kinerja yang seharusnya.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian
uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

1 Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1

2 UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (5)

¥ UUPT 40/2007 Pasal 1 Ayat (6)

4 Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 Pasal 1 Ayat (1)
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1.1. Visi

Menjadi Perusahaan Supply
Chain Pembangkit Listrik

1.2. Misi

Melakukan Usaha di Bidang Supply
©/ Chain Pembangkit Listrik yang
Berkualitas dan Efisien.

1.3. Tata Nilai

.
Totality Synergy

Continuously dedicating all the potential and
resources to achieve the company's targets and
eamestly apply the values of the corporate culture.

Conducting internal and external collaboration, effective
‘communication, through cooperation with various parties to
protect and increase the added value of the Company and
Shareholders.

Innovative
Making continuous and creative
improvements in creating added
value for the company.

Professional

Working optimally with our best
competence, solution, responsibility,
and carry out duties and authorities
according to their rights and obligations
by upholding moral values.

q
SPIRIT OF
3

PLNSC

Responsive

Implementing proactive, initiative and adaptive behaviors
towards developing a stakeholders-oriented business.

Integrity

Honest, maintaining the trust given, upholding
ethics and good corporate governance, laws
and regulations.



TATA NILAI

SINERGI / SYNERGY

Melakukan kolaborasi internal dan
eksternal, serta komunikasi efektif,
melalui kerjasama dengan berbagai
pihak untuk melindungi dan
meningkatkan nilai tambah Perusahaan
dan Pemegang Saham.

PERILAKU UTAMA ‘

KOLABORATIF (COLLABORATIVE)

Membangun jaringan dan menjalin kerja sama antar
individu, unit kerja, pelanggan, mitra kerja dan
pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan
nilai tambah.

KOMUNIKATIF (COMMUNICATIVE)

Melakukan komunikasi efektif antara individu, unit
kerja, pelanggan, mitra kerja dan pemangku
kepentingan lainnya dengan spirit win-win solution.

PROFESIONAL / PROFESSIONAL

Bekerja maksimal dengan kompetensi
terbaik, solutif, dan bertanggung jawab
serta melaksanakan tugas dan
wewenangnya sesuai hak dan
kewajibannya dengan berpegang teguh
pada nilai moral.

KOMPETEN (COMPETENT)

Memiliki kompetensi terbaik dalam menjalankan
proses bisnis Perusahaan.

SOLUTIF (SOLLUTIVE)

Memberikan solusi terhadap kebutuhan pemangku
kepentingan secara cepat dan tepat.

BERTANGGUNG JAWAB (RESPONSIBLE)

Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peran
dalam organisasi dengan mengutamakan keselamatan
kerja dan lingkungan.

INTEGRITAS (INTEGRITY)

Jujur, menjaga kepercayaan yang
diberikan, menjunjung tinggi etika serta
dengan mengacu pada tata kelola
perusahaan yang baik dan perundang-
undangan yang berlaku.

JUJUR (HONEST)

Kesesuian antara niat, ucapan dan perbuatan dalam
menyampaikan kebenaran.

MENJAGA KEPERCAYAAN (TRUSTWORTHY)

Memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang
dipercayakan.

ETIK (ACT ETHICALLY)

Bertindak sesuai dengan norma, aturan dan etika yang
berlaku.

RESPONSIF (RESPONSIVE)

Menerapkan perilaku proaktif, inisiatif
dan adaptif terhadap perkembangkan
bisnis yang senantiasa berorientasi
pada pemangku kepentingan.

PROAKTIF (PROACTIVE)

Berpartisipasi aktif dan antusias dalam menghasilkan
kinerja prima untuk mencapai visi misi PLNSC.

INISIATIF (INITIATIVE)

Berperan aktif dalam mengoptimalkan peluang dan
menjalankan  bisnis  untuk  mencapai  tujuan
perusahaan.




ADAPTIF (ADAPTIVE)

Mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai kondisi
perkembangan bisnis secara cepat dan tepat.

INOVATIF (INNOVATIVE)

Melakukan perbaikan secara
berkelanjutan dan kreatif dalam
menciptakan nilai tambah perusahaan.

PERBAIKAN BERKELANJUTAN (IMPROVEMENT)

Melakukan perbaikan berkelanjutan dalam segala
aktivitas bisnis.

KREATIF (CREATIVE)

Mampu menciptakan nilai tambah dalam segala
aktivitas bisnis.

TOTALITAS (TOTALITY)

Mendedikasikan seluruh potensi dan
sumber daya yang dimiliki untuk
mencapai target perusahaan secara
terus menerus serta bersungguh-
sungguh dalam menerapkan nilai-nilai
budaya perusahaan.

DEDIKASI (DEDICATED)

Pengorbanan tenaga, pikiran,
mencapai target Perusahaan.

dan waktu untuk

BERSUNGGUH-SUNGGUH (VIGOROUS)

Antusias dalam menerapkan nilai-nilai

Perusahaan.

budaya
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2.1. Konflik Kepentingan

Benturan Kepentingan atau Konflik Kepentingan adalah sebuah situasi
atau kondisi dimana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan
yaitu ketika seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan
memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap
penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat
mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Perseroan mengakui dan menghargai setiap Insan Perseroan untuk
beraktivitas atau mengikuti kegiatan antara lain kegiatan keuangan,
usaha, sosial budaya dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan
dengan tetap memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya di
Perseroan. Perseroan dalam hal ini mendukung aktivitas tersebut
dengan tetap memerhatikan bahwa setiap Insan Perseroan wajib
terbebas dalam segala bentuk konflik kepentingan.

2.1.1. Bentuk Konflik Kepentingan

Bentuk-bentuk konflik kepentingan terjadi apabila Insan

Perseroan:®

1. Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas
suatu keputusan/jabatan;

2. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan
pribadi/golongan;

3. Informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk
kepentingan pribadi/golongan;

4. Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/
perusahaan;

5. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa
mengikuti prosedur yang seharusnya;

6. Proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya
pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

7. Penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut
merupakan hasil dari si penilai;

8. Adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;

9. Post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan);

10.Menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;

11.Moonlighting atau outside employment (bekerja lain diluar
pekerjaan pokoknya);

12.Menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat; dan

13.Penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

5 KPK (2009). Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara.
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2.1.2. Sumber Konflik Kepentingan
Sumber konflik kepentingan antara lain:®

1.

Kekuasaan dan kewenangan Penyelenggara Negara yang
diperoleh dari peraturan perundang-undangan;

Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Negara
menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa
menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan
akuntabel;

Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang
Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena
hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan
pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi
kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan
penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan,
struktur dan budaya organisasi yang ada;

Kepentingan pribadi (vested interest), yaitu keinginan/
kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu
hal yang bersifat pribadi.

2.1.3. Penanganan Konflik Kepentingan

1.

Insan Perseroan wajib untuk mengungkapkan kepada Atasan
Langsung atau unit/fungsi kerja terkait yang menangani
permasalahan konflik kepentingan.

Apabila terjadi benturan kepentingan tersebut maka Insan
Perseroan harus mengundurkan diri dari proses pengambilan
keputusan sesuai ketentuan berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris wajib untuk menetapkan
kebijakan terkait pengelolaan dan penanganan konflik
kepentingan yang ditujukan kepada seluruh Insan Perseroan.

6 KPK (2009). Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara.
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Kode Perilaku Konflik Kepentingan

Kewajiban (The Do’s) ‘. Larangan (The Don’t’s)

a. Menghindari  kegiatan yang a. Memiliki hubungan afiliasi atau

dapat menimbulkan  konflik kekerabatan dengan mitra, rekanan
kepentingan. atau Pihak Ketiga yang
b. Melaporkan  kepada Atasan mempengaruhi kinerja dan kualitas
Langsung atau unit/fungsi terkait pengambilan keputusan.
apabila memiliki aktivitas atau b. Menyalahgunakan aset atau sumber
kegiatan yang berpotensi daya Perseroan untuk kepentingan
menimbulkan konflik pribadi dan/atau kelompok tertentu.
kepentingan. c. Melakukan pekerjaan atau aktivitas
c. Tidak mengerjakan atau lain di luar tugas dan tanggung
melakukan aktivitas yang dapat jawabnya pada saat jam kerja.
memengaruhi kinerja pribadi dan d. Melakukan perangkapan jabatan

Perseroan pada saat jam kerja. pada organisasi lain yang dilarang

oleh peraturan perundang-undangan
dan ketentuan yang berlaku.

e. Mengambil  keputusan  dengan
keadaan memiliki atau berpotensi
konflik kepentingan.

f. Memaksakan kehendak atau
kepentingan tertentu yang tidak atas
dasar kepentingan Perseroan.

g. Menerima  uang, kompensasi,
hadiah, jamuan, dan/atau fasilitas
lainnya yang berhubungan dengan
tugas dan tanggungjawabnya yang
memengaruhi kinerja dan kualitas
pengambilan keputusan.

h. Memberikan perlakuan khusus atau
mengkhususkan mitra, rekanan,
atau pihak ketiga tertentu di luar hal
yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan ketentuan
Perseroan.

2.2. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian
uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Perseroan menyadari bahwa untuk memastikan operasional
dilaksanakan berlandaskan pada prinsip niaga sehat yang berintegritas
dan mengimplementasikan Good Corporate Governance secara
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berkelanjutan, maka perlu dibuat pengendalian terhadap gratifikasi.

Insan Perseroan wajib memahami serta mengikuti perkembangan
peraturan perundang-undangan serta turunannya terkait Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor), khususnya berkaitan dengan Gratifikasi untuk
melindungi diri dan Perseroan dari praktik tipikor. Direksi dan Dewan
Komisaris wajib untuk menetapkan kebijakan terkait pengendalian
gratifikasi yang ditujukan kepada seluruh Insan Perseroan.

2.2.1. Jenis Gratifikasi

Pada prinsipnya semua gratifikasi yang diterima oleh Pn/PN wajib
dilaporkan pada KPK. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, namun tidak
terbatas pada:

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;

3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring
dan evaluasi;

4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar
penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);

5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;

6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan
dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan
kewenangannya,

7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan
dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;

8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah
proses pengadaan barang dan jasa;

9. Dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;

10.Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan?:

a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua,
suamifistri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan,
paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang
tidak terdapat konflik kepentingan;

b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

" Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
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. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi
yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;

. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam
kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi,
pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;

. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang
dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang
menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki
konflik kepentingan dan berlaku umum;

hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan
atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait
dengan kedinasan;

. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya
dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau
suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang
tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat
konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik
pegawai/pejabat yang bersangkutan;

kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti
honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah
ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima
Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak
terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar
ketentuan yang berlaku di instansi penerima;

. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara
seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah,
baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya,
pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;

pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran,
akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama
lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) setiap pemberi;

. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh
diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua,
dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat
konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;

. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut,
pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk
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uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total
pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam
1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat
konflik kepentingan;

0. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau
alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang,
dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan

g. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka
hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun
luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri
atau penyelenggara negara.

Kode Perilaku Gratifikasi

Larangan (The Don’t’s)

Kewajiban (The Do’s) ‘.

. Memahami  dan
perkembangan aturan terkini
mengenai Gratifikasi.

mengikuti

.Insan  Perseroan  dan/atau
keluarga bertanggung jawab
mencegah dan mengupayakan
sistem pencegahan korupsi di
lingkungan Perseroan.

. Insan  Perseroan  dan/atau
Keluarga wajib  melakukan
penolakan secara sopan dan
santun terhadap Gratifikasi yang
tidak sesuai dengan ketentuan
yang diatur oleh peraturan yang
berlaku.

. Wajib mengungkapkan/
melaporkan kepada Atasan
Langsung atau unit/fungsi terkait
atas penolakan, penerimaan,
pemberian, dan/ atau pemberian
atas permintaan Gratifikasi yang
telah dilakukan.

a. Insan Perseroan dan/atau keluarga

dilarang menawarkan atau
memberikan suap, Gratifikasi, dalam
bentuk apapun.

. Insan Perseroan dan/atau keluarga

dilarang meminta atau menerima
secara langsung ataupun tidak
langsung Gratifikasi dari dalam
bentuk apapun.

. Menjanjikan kepada mitra, rekanan

atau pihak ketiga perlakuan khusus
berkaitan dengan operasional bisnis
Perseroan, contoh dalam proses
pengadaan barang dan jasa.

2.3. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)

Perseroan wajib untuk meletakkan kesehatan, keselamatan kerja, dan
lingkungan (K3L) pada setiap proses operasional Perseroan sesuai
dengan standar yang berlaku. Komitmen untuk meningkatkan
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kepedulian dan menanamkan nilai-nilai K3L harus menjadi perhatian
khusus untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Segala permasalahan lingkungan yang timbul (dampak negatif) akibat
aktivitas operasional Perseroan wajib untuk menjadi perhatian agar
dapat ditanggulangi. Perseroan menetapkan kebijakan atau rencana
aksi terkait penanggulangan dampak lingkungan akibat dari aktivitas
operasional Perseroan.

Kode Perilaku K3L

Kewajiban (The Do’s) ‘. Larangan (The Don’t’s)

a. Memahami  dan  mengikuti a. Tidak mematuhi peraturan
perkembangan serta mematuhi perundang-undangan dan standar
peraturan perundang-undangan K3L yang berlaku dalam melakukan
mengenai K3L. pekerjaan.

b. Saling mengingatkan kesadaran b. Mengajak atau menghasut untuk
K3L apabila terdapat kondisi dan tidak memakai/menggunakan alat
perilaku tidak aman serta keselamatan saat melakukan
berpotensi kecelakaan kerja. pekerjaan.

c. Melaporkan apabila terdapat c. Mengabaikan atau tidak
kondisi dan perilaku tidak aman, memerhatikan lingkungan dalam
kejadian tidak terduga yang setiap operasional Perseroan.
berpotensi menyebabkan
kecelakaan, terjadi kecelakaan
kerja, serta pencemaran

lingkungan sesuai prosedur dan
peraturan yang berlaku.

d. Berhak menolak atau menarik
diri untuk melakukan pekerjaan
jika dinilai lebih lanjut tidak aman
atau tidak sesuai dengan
prosedur K3L. Insan Perseroan
melaporkan kepada pihak terkait
dan dapat melanjutkan
pekerjaan jika telah memenuhi
standar K3L.

e. Mengutamakan tindakan
pecegahan atau mitigasi risiko
untuk mencapai zero accident
dalam setiap pekerjaan.

2.4. Kesempatan yang Sama untuk Mendapat Pekerjaan dan Promosi

Perseroan menjamin bahwa terdapat kesempatan yang sama untuk
mendapat pekerjaan dan promosi tanpa adanya diskriminasi atau
perlakuan khusus kepada pihak tertentu. Setiap Insan Perseroan
memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam
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menduduki posisi atau jabatan tertentu dengan mengedepankan
persaingan yang sehat berdasarkan pada sistem merit. Perseroan tidak
mentolerir persaingan yang tidak sehat.

Direksi dan Dewan Komisaris wajib untuk menetapkan kebijakan terkait
kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapat pekerjaan dan
promosi serta komitmen Perseroan untuk menghormati keragaman dan
melarang segala bentuk diskriminasi karena gender, usia, suku, ras,
agama, asal-usul, dan hambatan fisik. Perseroan diharapkan dapat
menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan Insan Perseroan
dapat berinteraksi dengan adil, sopan, santun dan penuh rasa hormat.

Kewajiban (The Do’s)
a. Menghargai perbedaan dan

Larangan (The Don’t’s)
a. Mengeluarkan pernyataan dengan

2.5.

keragaman yang terdapat di
Perseroan.

b. Saling menghormati nilai-nilai
dan kepercayaan yang dianut
tanpa diskriminasi.

c. Berperilaku saling menghormati
dan adil dalam bersaing antar
rekan kerja atau pihak lainnya.

maksud mengejek, menyinggung,
atau memojokkan suatu gender,
suku, ras, agama, asal-usul, dan
hambatan fisik seseorang.

. Melakukan tindakan yang mengarah

pada hal-hal yang melanggar nilai
dan norma yang berlaku umum di
masyarakat.

c. Mengajak atau menghasut untuk
melakukan tindakan diskriminatif

kepada pihak lain.

Integritas Laporan Keuangan

Setiap pencatatan aktivitas materil harus didokumentasikan sebagai
bentuk pertanggungjawaban Perseroan. Seluruh transaksi bisnis dan
aktivitas keuangan harus digambarkan dalam bentuk laporan keuangan
yang dilaporkan secara berkala. Laporan keuangan wajib disusun dan
disajikan sesuai dengan prinsip atau standar akuntasi berlaku umum,
dibuat secara lengkap dan benar, dan tidak mengandung informasi
materil yang tidak benar.

Perseroan harus menetapkan kebijakan pengendalian internal untuk
melindungi Perseroan dan mencegah segala bentuk tindakan
kecurangan (fraud). Perseroan harus menjamin kepastian (assurance)
dalam laporan keuangan dengan melakukan tindakan-tindakan
pengendalian dan pengawasan yang efektif.

Kode Perilaku Integritas Laporan Keuangan
Kewajiban (The Do's) [}

Larangan (The Don’t’s)

a. Memiliki  kompetensi  untuk a. Tidak mencatat, tidak melaporkan,
melakukan aktivitas transaksi, atau tidak mendokumentasikan
pencatatan, atau aktivitas transaksi keuangan.

keuangan lainnya.
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b. Menyusun dan  menyajikan b. Melakukan manipulasi data atau

laporan keuangan berdasarkan fraud dalam Laporan Keuangan.
data-data yang tepat, lengkap, c. Mengabaikan prinsip atau standar
dan akurat, serta disampaikan akuntansi yang berlaku umum.
secara tepat waktu. )
o . d. Menggunakan atau memperkerjakan
¢. Mengedepankan prinsip kehati- Auditor Laporan Keuangan yang
hatian (prudent) dalam tidak profesional, independen, dan
melakukan transaksi keuangan. bertentangan dengan  peraturan
d. Mencatat, melaporkan dan perundang-undangan dan ketentuan
mendokumentasikan setiap yang berlaku.

transaksi keuangan yang
dilakukan secara akuntabel dan

benar.
e. Melaksanakan, mendukung dan
memelihara pengendalian

internal yang dilaksanakan
Perseroan secara bertanggung
jawab.

2.6. Perlindungan Informasi Perseroan dan Intangible Asset
2.6.1. Klasifikasi dan Perlindungan Informasi
Informasi Perseroan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) jenis:

1. Sangat Rahasia:

adalah informasi yang karena sifatnya tidak dapat

diungkapkan kepada pihak manapun sehingga apabila

diungkapkan akan merugikan kepentingan Perseroan dan

Pemegang Saham dan/atau melanggar ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, kecuali kepada:

a. Pemegang Saham;

b. Dewan Komisaris;

c. Direksi;

d. Pihak lain yang telah disetujui oleh Direktur Utama atas
nama Direksi atau pihak lain yang dikuasakan;

e. Penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan/atau
pemeriksaan di persidangan.

2. Rahasia:

adalah informasi yang karena sifatnya tidak dapat
diungkapkan kepada pihak Internal Perseroan yang tidak
memiliki kewenangan dan kepentingan serta kepada Publik
sehingga apabila diungkapkan akan merugikan kepentingan
Perusahaan dan Pemegang Saham dan/atau melanggar
ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
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3. Terbatas:

adalah informasi yang tidak termasuk kategori Sangat
Rahasia dan Rahasia, yang ditujukan untuk kepentingan
Internal Perseroan namun tidak untuk kepentingan Publik.

4. Biasa:

adalah informasi yang tidak termasuk dalam kategori Sangat
Rahasia, Rahasia, dan Terbatas yang tidak menimbulkan
dampak negatif kepada Perseroan apabila diungkapkan
kepada Publik.

Pengklasifikasian data, informasi, dan dokumen yang tidak
termasuk atau belum diatur diatas selanjutnya diatur melalui
mekanisme internal Perseroan.

Kode Perilaku Klasifikasi dan Perlindungan Informasi

Kewajiban (The Do’s) . Larangan (The Don’t’s)

a. Mendokumentasikan data dan a. Memublikasikan data dan informasi

informasi secara teratur.

b. Memahami dan  mematuhi
ketentuan perlakuan dan
penyimpanan dokumen sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang
berlaku.

Perseroan kepada publik secara
tidak berhati-hati dan/atau
berdampak pada menurunnya citra
Perseroan.

. Menyalahgunakan atau

memanfaatkan informasi Perseroan
diluar tugas dan tanggung jawabnya

untuk kepentingan pribadi atau

c. Menyimpan dan melindungi
kelompok tertentu.

setiap data, informasi dan
dokumen Perseroan dari potensi
penyalahgunaan atau tindakan
kecurangan (fraud).

2.6.2. Perlindungan Intangible Asset

Perseroan mengakui dan menghargai Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI) pihak lain, yang dapat berbentuk antara lain Paten,
Merek, Desain Industri, Hak Cipta, atau Indikasi Geografis. Insan
Perseroan dilarang untuk menggunakan HAKI yang dimiliki pihak
lain tanpa izin dan prosedur yang sudah diatur menurut peraturan
perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku karena
dapat mengakibatkan Perseroan menanggung gugatan hukum.
Setiap keperluan yang berkaitan dengan HAKI wajib
dikomunikasikan kepada Atasan Langsung atau unit/fungsi
terkait untuk menjamin keteraturan dan ketertiban hukum.

Seluruh Insan Perseroan juga wajib melindungi HAKI milik
Perseroan sebagai intangible asset yang sangat bernilai untuk
Perseroan.
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2.7.

2.8.

Kode Perilaku Perlindungan Intangible Asset

Kewajiban (The Do’s) ‘. Larangan (The Don’t’s)
a. Menggunakan HAKI Perseroan a. Menggunakan HAKI pihak lain tanpa
secara bertanggung jawab. izin dan prosedur yang sudah diatur
b. Melindungi HAKI Perseroan menurut peraturan perundangan-
agar tidak dimanfaatkan atau undangan dan ketentuan yang
disalahgunakan oleh pihak yang berlaku.
tidak bertanggungjawab. b. Mengakui HAKI pihak lain sebagai

milik pribadi atau atas nama
kelompok atau organisasi tertentu.

c. Menyalahgunakan dan/atau
memanfaatkan HAKI pihak lain
dengan alasan apapun.

Tindakan Orang Dalam (Insider)

Perseroantidak mentolerir adanya praktik penjualan informasi dari orang
dalam (insider trading). Perseroan akan melakukan tindakan hukum
terhadap pelaku insider trading sesuai dengan aturan yang berlaku.
Insan Perseroan dilarang melakukan praktik penjualan informasi dari
orang dalam dengan alasan apapun.

Kode Perilaku Tindakan Insider

Kewajiban (The Do’s) ‘. Larangan (The Don’t’s)
a. Menghindari situasi dan kondisi

a. Melakukan praktik penjualan data,

dimana menimbulkan potensi informasi, ataupun dokumen
atau kecenderungan praktik Perseroan dengan alasan apapun.
penjualan informasi  (tindakan b. Memanfaatkan data, informasi,

insider). atapun dokumen Perseroan untuk
kepentingan diluar tugas dan
tanggung jawab yang merugikan
Perseroan dan/atau berdampak

pada menurunnya citra Perseroan..

¢. Mengungkapkan informasi tertentu
kepada publik yang dilarang oleh
Perseroan berdasarkan ketentuan
yang berlaku.

Pengawasan dan Perlindungan Aset

Perseroan wajib untuk mengoptimalkan aset yang digunakan sebesar-
besarnya untuk mencapai tujuan Perseroan. Optimalisasi aset
Perseroan dilakukan dengan tetap berlandaskan pada prinsip niaga
yang sehat dan dilakukan secara bertanggung jawab.

Penggunaan aset Perseroan baik fisik, keuangan dan lainnya harus
dilindungi dari penggunaan-penggunaan yang tidak sah, penggelapan,
dan kecurangan (fraud), moral hazard dan abuse of power. Perseroan
wajib untuk menjaga dan mengawasi aset Perseroan dengan
menerapkan pengendalian internal yang efektif.
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Kode Perilaku Perlindungan Aset

Kewajiban (The Do’s) ‘. Larangan (The Don’t’s)

. Mengoptimalkan Aset Perseroan a. Menggunakan aset Perseroan untuk
untuk kepentingan penambahan kepentingan pribadi atau
nilai Perseroan sesuai dengan kepentingan  tertentu di luar
kewenangan dan lingkup Perseroan.
pekerjaan. b. Menghapusbukukan, mengalihkan,

b. Pencatatan dan pelaporan Aset atau memindahkan aset Perseroan
Perseroan  sesuai  dengan secara tidak sah dan tidak sesuai
ketentuan yang berlaku. dengan mekanisme Perseroan.

c. Menjaga, memelihara  dan
mengamankan Aset Perseroan
dari potensi kerusakan, hilang,
penyalahgunaan, penggelapan,
dan tindakan  pelanggaran

lainnya.
d. Melaksanakan, mendukung dan
memelihara pengendalian

internal yang dilaksanakan
Perseroan secara bertanggung
jawab.

2.9. Kegiatan Sosial dan Politik
2.9.1. Partisipasi dan Hak Politik

Perseroan memandang dan bersikap netral terhadap partisipasi
dan hak politik. Walaupun demikian, Perseroan memandang
bahwa keterlibatan setiap Insan Perseroan dalam kegiatan politik
dan afiliasinya dapat menimbulkan konflik kepentingan dan
berpotensi menurunkan citra Perseroan sehingga tidak
direkomendasikan ikut serta dalam kegiatan politik praktis.

Kode Perilaku Partisipasi dan Hak Politik

Kewajiban (The Do’s) ‘. Larangan (The Don’t’s) ‘
a. Menjaga netralitas dengan tidak a. Menyumbangkan dana Perseroan
ikut dalam politik praktis. untuk kepentingan politik baik di
b. Berhak untuk menyampaikan dalam negeri ataupun di luar negeri.
aspirasinya  dalam koridor b. Ikut serta dan berpartisipasi dalam
peraturan perundang-undangan politik praktis atau kegiatan partai
dan ketentuan yang berlaku. politik tertentu.

¢. Menggunakan aset, logo, merek,
identitas atau atribut Perseroan
dalam kegiatan politik.

d. Menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik.
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2.9.2. Kegiatan Sosial Perseroan

Perseroan berkomitmen menjalankan tanggung jawab sosial
Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Perseroan berkomitmen untuk melakukan penanggulangan
dampak negatif akibat operasional Perseroan. Program CSR
dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan
kegiatan pada bidang ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan,
pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program CSR dilakukan
adil dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance.

Kode Perilaku Kegiatan Sosial Perseroan

Kewajiban (The Do’s) . Larangan (The Don’t’s)

a. Merencanakan program CSR a. Perencanaan CSR tidak maksimal
dengan tujuan menanggulangi yang berpotensi  menimbulkan
dampak negatif akibat penyelewengan dana.
operasional Perseroan. b. Menyelewengkan,  fraud  atau

b. Mempertanggungjawabkan atau menggunakan dana program CSR
akuntabel dalam keseluruhan untuk kepentingan pribadi atau
proses pelaksanaan program kepentingan kelompok tertentu.
CSR. c. Tidak transparan dan/atau tidak

¢. Meningkatkan citra Perseroan dapat mempertanggungjawabkan
secara berkelanjutan. pelaksanaan Program CSR.

d. Bekerja sama dengan kelompok lain
yang memiliki kepentingan berbeda
dengan kepentingan Perseroan
dalam pelaksanaan program CSR.

2.10.Etika Berinteraksi dengan Stakeholder / Pemangku Kepentingan
2.10.1. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perseroan memperlakukan setiap Pemegang Saham secara

adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang saham yang memiliki saham dengan Kklasifikasi

yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan

dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada
dasarnya adalah:

1. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai
Perseroan.

2. Hak wuntuk menerima keuntungan Perseroan yang
diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan
jumlah saham yang dimilikinya dalam Perseroan, dalam
bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.
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3. Penetapan Dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam
RUPS dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan,
yang meliputi antara lain kelangsungan usaha, strategi yang
akan dan sedang dijalankan serta rencana investasi.

4. Untuk mempertegas kemandirian Perseroan sebagai badan
usaha agar dapat dikelola secara profesional sehingga
dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan
usahanya, Pemegang Saham dilarang campur tangan
dalam kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawab
Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk tindakan atau arahan di luar RUPS yang
secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan
pengurusan Perseroan atau terhadap pengambilan
keputusan yang menjadi wewenang Direksi.

5. Perseroan harus senantiasa berusaha untuk memberikan
kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi
Pemegang Saham.

Kode Perilaku Hubungan dengan Pemegang Saham

Kewajiban (The Do’s) ‘. Larangan (The Don’t’s)

a. Memperlakukan setiap a. Memberikan informasi yang tidak
Pemegang Saham Perseroan benar atau tidak setara diantara
secara adil dan wajar. Pemegang Saham.

b. Memberikan hak atas informasi b. Mengistimewakan atau memberikan
material dan informasi lainnya perlakuan istimewa kepada
mengenai Perseroan secara Pemegang Saham tertentu.

lengkap dan benar.

c. Memberikan dividen sesuai
dengan kebijakan dan ketetapan
Pemegang Saham dan
Anggaran Dasar Perseroan.

d. Memberikan kontribusi  yang
bekelanjutan kepada Pemegang
Saham melalui

2.10.2. Hubungan dengan Pemerintah / Regulator

1. Perseroan berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi
standar etika dalam melakukan bisnis dan mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Membangun sistem internal Perseroan maupun hubungan
bisnis dengan mitra kerja untuk selalu mematuhi standar
etika hubungan dengan Pemerintah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

-21-



3. Setiap permohonan, pelaporan, pernyataan, dan sertifikasi
yang ditujukan kepada Pemerintah sebagai regulator harus
transparan, akuntabel, tanggung jawab, jelas, akurat,
lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan di depan
hukum.

4. Menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing antara
Perseroan dengan Pemerintah secara transparan dan
bertanggung jawab.

Kode Perilaku Hubungan dengan Pemerintah / Regulator

Kewajiban (The Do’s) ‘. Larangan (The Don’t’s)
. Mematuhi segala peraturan dan

a. Tidak memenuhi persyaratan atau

perundang-undangan yang mengikuti prosedur yang ditetapkan
berlaku, serta melaksanakan dalam setiap permohonan,
seluruh  kewajiban  kepada pelaporan, pernyataan, dan
Pemerintah. sertifikasi yang ditujukan kepada
b. Menciptakan situasi dan kondisi Pemerintah.

yang kondusif bagi pelaksanaan b. Berkegiatan bisnis di luar dari
bisnis yang berintegritas dan perizinan yang telah diberikan oleh
berkelanjutan. Pemerintah sebagai regulator.

c. Memenuhi semua persyaratan
secara lengkap serta mengikuti
semua prosedur yang ditetapkan
dalam setiap  permohonan,
pelaporan, pernyataan, dan
sertifikasi yang ditujukan kepada
Pemerintah.

d. Memberikan informasi yang
akurat, transparan dan benar
kepada Pemerintah jika diminta
atau dibutuhkan.

2.10.3. Hubungan dengan Karyawan

1. Perseroan harus menggunakan kemampuan bekerja dan
kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat azas
dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan
karyawan.

2. Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan,
penetapan jenjang karir dan penentuan persyaratan kerja
lainnya harus dilakukan secara obyektif, tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan
kondisi fisik seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang
dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
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. Perseroan memiliki peraturan tertulis yang mengatur
dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan kewajiban
karyawan.

. Perseroan menjamin terciptanya lingkungan kerja yang
kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar
setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif.

. Perseroan memastikan tersedianya informasi yang perlu
diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang
berjalan baik dan tepat waktu.

. Perseroan memastikan agar karyawan tidak menggunakan
nama, fasilitas, atau hubungan baik Perseroan dengan
pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk itu
Perseroan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga
agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan
nilai-nilai perseroan serta mematuhi kebijakan, peraturan
dan prosedur internal yang berlaku.

. Karyawan serta serikat pekerja yang ada di Perseroan
berhak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai
lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan.

. Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis
dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Perseroan.

Kode Perilaku Hubungan dengan Karyawan

Kewajiban (The Do’s)

a. Menciptakan lingkugan kerja
yang kondusif untuk dapat
melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya

b. Mematuhi segala peraturan dan
kebijakan  Perseroan  yang
ditetapkan.

¢. Meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan
diri.

d. Memberikan pendapat dengan
mengedepankan etika berbicara
yang baik.

e. Menjaga nama baik Perseroan
dengan menghindari segala
bertuk tindakan yang berpotensi
benturan kepentingan dan/atau
tindak pidana korupsi.

b.

Larangan (The Don’t’s)

a. Menyalahgunakan wewenang yang

diberikan oleh Perseroan.
Melakukan perundungan (bullying)
terhadap rekan kerja baik di dalam
dan di luar tempat kerja.

. Menyebar luaskan informasi rahasia

yang diterima kepada pihak
eksternal.

. Menggunakan nama serta fasilitas

Perseroan yang dipercayakan dan
diberikan untuk kepentingan pribadi,
golongan, atau kelompok tertentu.
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2.10.4. Hubungan dengan Mitra Kerja

1.

Kewajiban (The Do’s) ‘. Larangan (The Don’t’s) ‘

Perseroan memiliki peraturan yang dapat menjamin
dilaksanakannya hak dan kewajiban Mitra Kerja sesuai
dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

. Perseroan memiliki peraturan atau prosedur yang menjamin

pengelolaan kerja dan hubungan dengan mitra kerja.

Pengelolaan mitra kerja (vendor/third party management)
harus berlandaskan pada hubungan saling menguntungkan
(win-win).

. Mitra usaha berhak memperoleh informasi yang relevan

sesuai hubungan bisnis dengan Perseroan sehingga
masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar
pertimbangan yang adil dan wajar.

Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-
undangan, Perseroan dan Mitra Usaha berkewajiban untuk
merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan
masing-masing pihak.

Kode Perilaku Hubungan dengan Mitra Kerja

a. Mematuhi segala peraturan,
perjanjian dan pedoman dalam
bentuk kerja sama bisnis dengan
mitra kerja Perseroan.

b. Menciptakan kontrak kerja sama
yang baik sesuai dengan
peraturan yang berlaku yang
berlandaskan pada etika bisnis,
tata kelola perusahaan yang
baik dan persaingan yang sehat.

c. Mengelola  hubungan  baik
dengan mitra kerja yang
berlandaskan pada hubungan
yang saling menguntungkan
(win-win).

a. Menerima gratifikasi dalam bentuk
apapun untuk memperlancar kerja
sama dengan mitra kerja.

b. Memberikan atau menjual informasi
Perseroan kepada pihak lain di luar
dari kerja sama dengan satu mitra
kerja terkait bisnis.

2.10.5. Hubungan dengan Pelanggan

1. Perseroan memiliki peraturan yang dapat menjamin
dilaksanakannya hak dan kewajiban Pelanggan sesuai
dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2. Perseroan memiliki peraturan atau prosedur standar
pelayanan minimal kepada Pelanggan. Peraturan atau
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prosedur tersebut sekurang-kurangnya harus dapat
mengatur biaya, mutu, dan waktu pelayanan.

. Perseroan bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa
yang dihasilkan serta memperhatikan dampak terhadap
keselamatan pengguna.

. Pelanggan berhak memperoleh informasi yang relevan
sesuai hubungan bisnis dengan Perseroan sehingga
masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar
pertimbangan yang adil dan wajar.

. Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-
undangan, Perseroan dan Pelanggan berkewajiban untuk
merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan
masing-masing pihak.

. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan
mengedepankan kepentingan Pelanggan dalam
operasional bisnis.

Kode Perilaku Hubungan dengan Pelanggan

Kewajiban (The Do’s)

Larangan (The Don’t’s)

. Mematuhi segala peraturan,
pedoman, atau perjanjian dalam
bentuk kerja sama bisnis.

. Memberikan pelayanan prima
secara optimal sesuai prosedur
dan peraturan yang berlaku.

. Memfokuskan pada kebutuhan
dan kepuasan pelanggan dalam
setiap kontrak bisnis.

. Menjamin kualitas produk dan
jasa yang akan di distribusikan
kepada pelanggan.

. Memberikan informasi yang
transparan  sesuai  dengan
peraturan dan prosedur yang
berlaku.

. Melakukan evaluasi setelah
proses hisnis sudah selesai
dilakukan.

a. Memberikan pelayanan yang tidak

sesuai dengan standar pelayanan
atau service level agreement yang
telah ditetapkan oleh Perseroan.

b. Kurang responsif dalam menanggapi

atau berkomunikasi dengan
Pelanggan.

c. Menerima gratifikasi dalam bentuk

apapun dari Pelanggan.

1. Menghormati serta menjaga hubungan yang baik dengan
pesaing atau kompetitor.
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2. Menghindari hubungan bisnis dan kerja sama yang tidak
sehat, tidak wajar, atau menguntungkan pihak-pihak
tertentu yang mengorbankan kepentingan pelanggan
ataupun Perseroan.

3. Melakukan riset pemasaran untuk mengetahui posisi
Perseroan dan pesaing serta menjadikan pesaing sebagai
pembanding (benchmark) guna meningkatkan Kkinerja
Perseroan.

4. Senantiasa melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan
daya saing serta market share Perseroan secara
berkelanjutan.

5. Melakukan promosi produk barang dan jasa kepada
pelanggan yang berkesinambungan untuk meningkat daya
saing Perseroan kepada pesaing atau kompetitor.

6. Berperilaku kompetitif yang sehat serta beretika sesuai
dengan ketentuan Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kode Perilaku Hubungan dengan Pesaing

Kewajiban (The Do’s) ‘. Larangan (The Don’t’s)
a. Menciptakan hubungan baik a. Menerima gratifikasi dalam bentuk
dengan pesaing atau kompetitor apapun dari Pesaing.
berlandaskan pada etika bisnis, b. Melakukan praktik Insider Trading.

tata kelola perusahaan yang
baik dan persaingan yang sehat.

b. Meningkatkan kualitas individu
untuk meningkatkan daya saing.

c. Senantiasa berupaya untuk
meningkatkan  daya  saing
Perseroan secara berkelanjutan.

d. Menghindari praktik black
campaign dalam setiap
persaingan, lelang (tender),
ataupun Kkegiatan lain yang
bertujuan untuk mendiskreditkan
pesaing.

2.10.7. Hubungan dengan Masyarakat

1. Perseroan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin
terjaganya keselarasan hubungan antara Perseroan dengan
masyarakat sekitar, termasuk penerapan program
Corporate Social Responsibility (CSR).
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2. Perseroan bertanggung jawab atas dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kegiatan usaha Perseroan terhadap
masyarakat dan lingkungan dimana Perseroan beroperasi.
Oleh karena itu, Perseroan harus menyampaikan informasi
kepada masyarakat yang dapat terkena dampak dari
kegiatan Perseroan.

Kode Perilaku Hubungan dengan Masyarakat

Kewajiban (The Do’s) ‘. Larangan (The Don’t’s) ‘
a. Menciptakan lingkungan yang a. Mengabaikan  aspek  K3L di
nyaman dan menjaga hubungan lingkungan Perseroan beroperasi.
baik dengan masyarakat sekitar. b. Tidak bertanggungjawab atas limbah
b. Menjaga K3L di lingkungan atau sampah akibat operasional
sekitar Perseroan beroperasi. Perseroan.

c. Merespon dan menangulangi
dampak negatif yang timbul dari
kegiatan bisnis secara
berkelanjutan.
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3.1. Penegakan dan Sosialisasi Pedoman Perilaku

1.

Code of Conduct ini berlaku bagi seluruh Insan Perseroan tanpa
terkecuali.

Setiap Insan Perseroan berkewajiban untuk mengisi Lembar
Pernyataan Kepatuhan Tahunan sebagaimana terlampir.

. Insan Perseroan yang tidak bersedia untuk menandatangani

Pernyataan Kepatuhan Tahunan harus menyampaikan alasannya
berdasarkan pada prosedur yang berlaku di Perseroan.

. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan

bahwa Code of Conduct ini dikomunikasikan, dipahami dan dipatuhi
oleh seluruh Insan Perseroan.

. Dugaan pelanggaran terhadap Code of Conduct ini dapat dilaporkan

kepada atasan langsung, atau melalui Whistleblowing System
(WBS) untuk di tindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan yang
berlaku di Perseroan.

Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK) dan/atau
ketentuan lain yang berlaku menjadi mekanisme penyelesaian
apabila ditemukan pelanggaran atas Peraturan Disiplin, Code of
Conduct, serta pelanggaran peraturan Perseroan lainnya.

. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan

ditindaklanjuti  sesuai dengan/mengacu kepada ketentuan
Perseroan.
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